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Menimba 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

hd oo
A bahwa teknologi informasi dan komunikas; (TIK) adalah salah.
satu pilar utama pembangunan peradalan manusia saat ini dan

merupakan sarana penting dalam proses transformasi menjadi

bangsa yang maju;

b. bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan

yang besar dalam mensejahterakan kehidupan bangsa;

¢ bahwa teknologi informasi dan komunikas; mampu mendorong
)
terciptanya kemandirian bangsa” dan peningkatan  daya saing

nasional;

d. bahwa pengembangan, pembangunan  dan pendayagunaan
teknologi informasi dan komunikasi memerlukan koordinasi dan
sincrgi - yang tetpadu  dan  terarah  dari segenap  pemangku

kepentingan dibidangnya;

re. babwa Tim Koordinasi Telcmatily Indonesia yang dibentuk
berdasatkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Tim Koordinasi Telematika Indonesis dipandang sudah tdak

sesual lagi dengan perkembangan keadaan;

{. bahwa ...
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huruf a, huryf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf ¢, clipnnclnng perlu
menetapkan Keputusan Presiden tentang” Dewan Teknologi

Informasi dan Komunikasj Nasional;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Und:mg Dasar Negara Republik

Incioncsia Tahun 1945;

Peraturan Presiden chubUk!Indoncsia Nomor 9 Tahun 2005
Tentang Kedudukan Tugas, Fangsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Keuja Kementerian Negata Republik Indonesia schagaimana
telah beberapa lealj diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahug 2005;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
Tentang Unje Otganisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian
Nepgara Republik Tndonesis sebagaimana (ela); beberapa kali

iubah terakhic denpan Peraturan Presiden Nomor 80 Tabun
4

2005;

MEMUTUSKAN;

: "KEFUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN TEKNOLOGT

INFORMAST DAN KOMUNIKAS! NASIONAL

PERTAMA
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PERTAMA : Membentuk Dewan Tcknologi Informasi dan IKomunikasi Nasional

yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan TIK

Nasional.

KEDUA b a. Susunan keanggotaan Dewan TIK Nasional adalah:
1. Tim Pengarah
. ICetua ¢ Presiden Republik Indonesia;

Wakil Ketua : _
Meranglkap Anggota : Menteri' Koordinator Bidang :

Pcrekonomian;
, ICetua Harian
' merangkap Anggota . Menteri Komunikasi dan p
‘ Informatika;
Anggota ;1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perindustrian;,
3. Mcntc-ri Hukum dan lak Asasi
Manusia;
. Menteri Pendidikan Nasional;
. Menteri Pcrdagnnﬁnn;

. Menteri Dalam Neperi;

~N o N

- Menteti Negara Peréncanaan
Pembangunan Nasicnal/Kepala
Bappenas;

8. Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara;
9. Menteri  Negara Riset  dan
Teknologi;

10 Sckretaris Kabinet;

11. Kemal A. Stamboel.

2. Tim ...
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2. Tim Pelaksana

Ketua * Menteti Komunjleas dan Informatika;

Wakil Ketya : | Kemal A, Stamboel;

Sekictaris ¢ Direlur Jenderal Aplikasi Telematika,
Departemen Komunikasi dan
Informnu'kn;

Wakil Sckretaris Deput - Seleetars Kabinet Bidang

. . Hukum;
Anggota w L Gl Suseno Hadihardjono;

2. Jorathan L, Patapak;

K 3. Jos Luhukay;
4. Hari Sulisryono;
5. Andi Siswaka Fajsal.
3. Tim Penaschat, yang terdiri dari:
M) Rektor Instiput Teknologi Bandung;
L) Rckto_r Universitas Indonesia;
c) Rektor Universitag Gajah Mada;
. _ d)  Rektor Institur Teknologi Sepuluh Nopember;

¢) Para pakar dan praktisi lainnya baik dag dalam maupun

huar neget yang dilcmpkﬂn oleh Keun Flarian.

4. Tim Mitra yang terdiri cari para pemanglku kepentingan
(stakeholders) (i bidang industri TIK, akademisi dan prakusi

yang ditetapkan oleh Ketua Harian.

b. Dalam hal dipandang perly, Ketuq Harian dapat menambah

keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksyd pada huruf a

angla 2,

KETIGA ..,
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¢

Dewan TIIK Nasional mempunyai tugas;

a.

d.

Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategls pembangunan

oasional, melalui  pendayagunaan tecknologi  informasi  dan

komunikasi;

Melakukan  penglajian  dalam menetapkan  langkah-langkah
penyclesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka

pengembangan tcknologi informasi dan komunikasi;

Melakukan koordinasi nasional dengan instansi - Pemcerintaly
Pusat/Daerah, Badan Usaha Miik Negara/Badan Usaha Milik
Dicrah, Dunia Usaha, Lc!mbaga Profesional, dan komunitas
tcknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada
umurnnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi;

Membetikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi
informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar

clekul dan elisien.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan TIIC Nasional, dapat

dibentuk Kclompol(-Kclotmpok Kerja (Pokja), yang keanggotaan dan

tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.

HR

Untuk mcmlpcr]ﬂncar pelaksanaan  tugasnya, Dewan TIK
Nasional dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Struktur keanggotaan dan tata ketja Sekretatiat diatur lebih fanjut
oleh Ketua Harian. |

Dewan TIK Nasional menyelenggarakan Rapat Pleno paling
sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun yang‘dipimpin oleh Ketua
Tim Pengarah. '

b. Rapat...

Ve
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b. Rapat Koordinasi Teknis dapat disclenggarakan bila diperlukan

paling sedikit 3 (tiga) bulan sckali, yar g dipimpin oleh Wakil

Ketua Pengarah atau Ketua Farian;

c. Ketentuan mengenal mekanisme dan tata kcrja:Dcwnn TIK

Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan TIK Nasional dapat meminta
banwan dari pejabat Pemerintah, akademisi, »raktisi, atau pihak
lainnya yang dipardang petlu;
.
Biaya yang diperlnkan bagi-pelaksanaan tugas Dewan TTK Nasional
[- g T OSWTEY P
dibebankan pada  Anggaran Belanja Negara pada Departemen

[Komunikasi dan Informatika,

Masa kerja Dewan TTK Nasional berlaku selama 3 (bga) tahun sejak
ditctapkannya  Keputusan  Presiden ini dan dapat  diperpanjang

apabila diperlukan,

Ketentuan lebib  lanjut  yang  diperlukan  untuk pelaksanaan
Keputusan Presiden ini ditetapkan olech Menteri Komunikasi dan

Informatika.

Dengan berlakunya  IKeputusan Presiden ini, maka Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Tim Koosdinasi Telematika

Indonesia, dinyatakan tidak betlaku.

KEDUABELAS ...
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residen ini mula betlaly, pada tanggal ditetapkan.

[
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2006

PRESIDEN REPUBLIIK INDONESIA,

¥

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO




